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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan berkat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu Tahun 2022 dapat disusun tepat
waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu Tahun
2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam
peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksasi Nomor 29 tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Target-target dalam pelaksanaan penetapan kinerja sifatnya mengikat untuk dicapai dan
dipertanggung jawabkan. Target-terget terebut mengarah sasaran dan tujuan organisasi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu, untuk dapat mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan
tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran atas realisasi atas realisasi capaian dibandingkan dengan target
yang ditetapkan. Apabila terdapat perbedaan (performance gap) yang secara signifikan kurang atau
melebihi dari target yang ditetapkan maka perlu diberikan penjelasan secukupnya sebagai umpan balik
dalam perencanaan berikutnya.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B
Dompu Tahun 2022 ini berisi informasi tentang capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan
dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Ham RI Tahun 2022.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I11B Dompu ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke
depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek -aspek perencanaan, pengorganisasian,
maupun koordinasi pelaksanaannya.Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini
masih belum sempurna. Dengan demikian kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif
guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Dompu ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja pada UPT Lembaga Pemasyarakatan

Kelas 1B Dompu.

pu, 5 Januari 2023
_embaga Pemasyarakatan
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BAB |
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu tahun
2022 disusun merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan penetapan kinerja yang telah
disepakati sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010.

A. Latar Belakang

- Umum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Dompu merupakan salah satu unit Pelaksanaan
Teknis di Bidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang
digunakan oleh instansi pemerintah dalam  memenuhi  kewajiban  untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem
AKIP ini terdiri dari komponen - komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu
perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan
kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LK;jIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai implementasi Intruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam
rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan
perencanaan stratejik yang telah ditetapkan. Dalam LK]jIP disajikan capaian pelaksanaan
program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I[1B Dompu beserta analisisnya,
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu ini difokuskan pada
pencapaian Kinerja selama tahun 2022.

LKJIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IB Dompu merupakan perwujudan
pertanggung jawaban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Dompu dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga
merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh
mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Negara dan pembangunan yang didasarkan pada

prinsip-prinsip “good governance”.
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- Tugas, Fungsi, dan Wewenang UPT Pemasyarakatan
1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap
narapidana dan anak didik. Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis
dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Nusa Tenggara Barat
melaksanakan tugas dan fungsi :
I. TUGAS
Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak.
Il. FUNGSI
Fungsi Lembaga Pemasyarakatan menurut Kepmen Nomor : M.01.PR.07.03
Tahun 1985 pasal 2 sebagai berikut :
a. Melakukan Pembinaan Narapidana/Anak Didik
b. Memberikan Bimbingan, mempersiapkan Sarana dan mengelola hasil kerja.
c. Melakukan bimbingan sosial/Kerohanian Narapidana/Anak didik
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata tertib Lembaga
Pemasyarakatan

e. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga
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- Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1l B Dompu dapat dilihat

pada bagan berikut: KALAPAS
H. A. HALIK, S.S0s
KASUBAG TU
DAHLAN, S.Sos
| |
KAUR KEPEG & KEU KAUR UMUM
AHMAD, S.Sos MUHNAN, S.H.
KEPALA KPLP KASI BINADIK & GIATIA KASI ADM. KAMTIB
ARDIAN TIMOR ILMAN, S.H. MURDAHIM, S.H. MUSTAMIN, S.St.
|
I |
KASUBSI REG & BIMKEMAS KASUBSI KEAMANAN
AHMAD H. NABIL, S.H.
_ KASUBSI KEG. KERJA KASUBSI LAPORAN &
MUSTAMIN TATIB
(RUPAM) ARIFUDIN, S.H.
KASUBSI PERAWATAN
HAERUL IHSAN, S.H.

I. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

a. Melakukan urusan kepegawaian.
b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Sub Bagian Tata
Usaha terdiri dari:
» Urusan Kepegawaian dan Keuangan
Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian dan keuangan.
» Urusan Umum
Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat,

perlengkapan dan rumah tangga
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11. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan

pemasyarakatan narapidana/anak didik dan bimbingan kerja, Untuk menyelenggarakan tugas

tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai

fungsi yaitu :

a.

Melakukan regristrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan
bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/ anak didik.

Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.
Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil

kerja.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan
pencatatan, membuat statistik,dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan
penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga,peningkatan pengetahuan, asimilasi,
cuti dan penglepasan narapidana/anak didik.

Sub Seksi PerawatanNarapidana/AnakDidik.

Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan
memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

Sub Seksi Kegiatan Kerja.

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan Kerja,

mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas,
penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian
dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala
dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut
Seksi
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:
a. Sub Seksi Keamanan

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan

perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
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b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan

berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan

berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib

IV.  Kesatuan Pengamanan Lapas
Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:
a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik.
b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak
didik.
d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas
Pengamanan Lapas.dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.
URAIAN DATA KEPEGAWAIAN LAPAS KELAS 11B DOMPU
Tabel. 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan
No Pangkat Gol/Ruang Jumlah Ket
1 Pengatur Muda Il/a 21
2 Pengatur Muda Tk.I 1l/b 3
3 Pengatur Il/c 2
4 Pengatur Tk.l 1/d 3
Sub Total 29
6 Penata Muda I/a 10
7 Penata Muda Tk.I 11/b 20
8 Penata I/c 6
9 Penata Tk.I 1/d 8
Sub Total 45
11 Pembina IV/a 1
12 Pembina Tk.l IV/b 0
Sub Total 1
Total 74

10
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Table 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan
No. Pendidkan Jumlah Ket
1 SD -
2 SMP -
3 SLTA 44
4 D1 -
5 D2 -
6 D3 2
7 D4 R
8 S1 28
9 S2 -
10 S3 -
Total 74
Tabel. 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah Ket
1 Pria 71 16 Orang CPNS dan 1
2 Wanita 3 Orang CLTN
Total 74
Tabel. 1.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
No. Jabatan Jumlah Ket
1 Jabatan Struktural 12 16 Orang CPNS dan 1
2 Jabatan Fungsional Tertentu 2 Orang CLTN
3 Jabatan Fungsional Umum 60
Total 74

Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai tahun 2022 pada Lapas kelas 1B Dompu

dibutuhkan 143 pegawai. Namun pada saat ini jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 74

pegawai. Sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 69 pegawai.

11
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Tabel 1.5

Jumlah Kebutuhan Pegawai Lapas Kelas 11B Dompu

LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
KELAS 11B DOMPU

69

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.6

Rincian Kebutuhan Pegawai Lapas Kelas 11B Dompu

1 2 3 4 5 6
1 | Kepala lapas 1 1 S1 0
2 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1 1 S1 0
3 Kepala Urusan Kepegawaian dan 1 1 s1 0
Keuanagan
4 Staf Urusan Kepegawaian dan 9 9 S1,SMA/SMK 0
Keuanagan SEDERAJAT
5 | Kepala Urusan Umum 1 1 S1 0
6 Staf Urusan Umum 3 5 SMA/SMK 1
SEDERAJAT
7 | Kasi Binadik 1 1 S1 0
Staf Binadik 1 0 SMA/SMK 1
SEDERAJAT
8 | Kepala Subseksi Perawatan 1 1 s1 0
9 Staf Perawatan 3 3 S1, SMA/SMK 0
SEDERAJAT
10 Kgpala Subseksi Registrasi dan 1 1 POLTEKIP/ S1 0
Bimkemas
Staf Registrasi dan Bimkemas SMA/SMK
1 10 6 SEDERAJAT 4
12 | Kepala Subseksi Kegiatan Kerja 1 1 S1 0
13 Staf Kegiatan Kerja 7 5 SMA/SMK 2
SEDERAJAT
14 | Ka. KPLP 1 1 POLTEKIP/ S1 0
Staf KPLP POLTEKIP/
15 3 1 SMA/SMK 2
SEDERAJAT
16 | Kasi Adm. Kamtib 1 1 S1 0
17 ::(retpi)gla Subseksi Pelaporan dan Tata 1 1 s1 0
18 Staf Subseksi Pelaporan dan Tata 2 1 SMA/SMK 1
tertib SEDERAJAT
19 | Kepala Subseksi Keamanan 1 1 S1 0

12
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20 Staf Subseksi Keamanan 5 2 SMA/SMK 3
SEDERAJAT
. S1, SMA/SMK
21 | Jabatan Fungsi Tertentu 7 3 SEDERAJAT 4
SMA/SMK
22 | Keamanan 81 30 SEDERAJAT 51
JUMLAH 69

- Wilayah Kerja
Lapas Kelas 11B Dompu merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian
Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan wilayah kerja yang meliputi 8
Kecamatan, di antaranya :
1. Kecamatan Dompu
Kecamatan Huu
Kecmatan Kempo
Kecamatan Kilo
Kecamatan Manggelewa
Kecamatan Pajo

Kecamatan Pekat

© N o o B~ w DN

Kecamatan Woja

- lIsu Strategis/ Permasalahan Organisasi
Tabel 1.7
Tabel Isu Strategis/ Permasalahan Organisasi

No. Bagian Permasalahan
1 Sub Bagian TU
Urusan a. Kurang memadainya perlengkapan Perkantoran seperti
Kepegawaian & Meubeler, Printer, Scanner, Mesin Fotocopy.
b. Minimnya SDM yang handal untuk mengelola aplikasi.

Keuangan

Urusan Umum Rusaknya bangunan gedung aula karena bencana alam.

Mobil dan kendaraan dinas yang sudah rusak berat.
Minimnya sarana untuk ketersediaan air bersih.

Tidak tersedianya Mobil Tangki Air.

Instalasi listrik yang sudah tidak layak sehingga sering
terjadinya konsleting listrik.

® o0 o

2 Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik

13
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Subseksi

Keperawatan

a.

Belum adanya fasilitas transportasi pasien (Ambulance)
untuk melakukan rujukan keluar Lapas menuju Rumah
Sakit terdekat.

Terbatasnya ruangan pemeriksaan dan Ruang Rawat
Inap

Belum tersedianya tenaga dokter.

d. Belum tersedianya alat sterilisator alat medis.
e. Kurangnya alat tandu yang memadai.
3 Seksi Adm. Kamtib
Keamanan Dan |a. Kurangnya Alat Komunikasi jarak pendek seperti
. Handy Talky (HT).
Ketertiban b. Masih kurangnya Alat Pemadam Kebakaran.
c. Minimnya Alat Pemantau Pengamanan Seperti Senter.
4 KPLP a. Kurangnya sarana borgol belenggu dan tongkat T.
b.

Jumlah personil regu jaga yang minim sehingga
sulitnya melakukan rolling tugas dan pos-pos yang
kosong ( terutama pos atas ) dalam kondisi tertentu
(anggota sakit/ cuti).

Kurangnya sarana pendukung lainnya seperti payung,
jas hujan, senter dan metal detector.

Kebutuhan MCK di musim kemarau seperti debit air
bersih kurang di musim kemarau dan air PDAM keruh
di musim penghujan, sehingga sewaktu-waktu dapat
memicu gangguan kamtib.

Masih kurangnya CCTV pada titik strategis.
Grawang pembatas blok dan kawat berduri tembok
keliling yang sudah tidak layak.

B. Dasar Hukum

Berisi dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaa tugas dan fungsi organisasi serta

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP) :

1.  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4.  Undang — Undang Rl nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan

dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

6.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
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7.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No : M.HH.-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM

Peraturan ~ Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No:
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana
Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015
Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-20109.
Keputusan Kepala LAN No: 239/1X/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: KEP/135/M.PAN/9/2004

tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP.
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C. Maksud dan Tujuan

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu dimaksudkan untuk memberikan

gambaran mengenai :

1.

Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan
Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

Kendala - kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha - usaha yang
dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B

Dompu.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP adalah :

1.

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di
lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Dompu;

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B
Dompu selama periode Januari sampai dengan Desember tahun berjalan;

Untuk bahan masukan bagi Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan
Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa

mendatang.

D. Sistematika Pelaporan

Dalam penyusuna laporan Kinerja Instansi Pemerintahan pada Lapas Kelas 11B Dompu

tahun 2022 menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas, fungsi dan wewenang Pemasyarakatan,

struktur organisai, wilayah kerja dan isu strategis yang dihadapi organisasi. Selain itu

menjelaskan dasar hukum, maksud dan tujuan disusunnya laporan Kinerja, serta

menjelaskan Sistematika penyusunan laporan kinerja.

BAB Il PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2022 yang

disusun, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.
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BAB 11l AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan pada tahun 2022. Selanjutnya menjelaskan analisisa atas capaian kinerja,

termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.
BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian Kinerja tahun 2022 serta saran rekomendasi yang

diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.
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BAB 11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis
Tabel. 2.1
Rencana Strategis
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1 Memastikan pelayanan publik di | Indeks Kepuasan Masyarakat 77,5
bidang hukum sesuai dengan asas Terhadap Layanan Publik
g g Bidang Hukum
penyelenggaraan pelayanan publik
2 Melaksanakan penegakan hukum | Persentase Menurunnya 1,0%
. Residivis
yang mampu menjadi pendorong
inovasi dan kreatifitas dalam Persentase ‘aha”a? yang 80 %
mendapatkan perlindungan
pertumbuhan ekonomi nasional. dan perawatan
3 Ikut berperan serta dalam menjaga | Indeks keamanan dan 75
stabilitas keamanan dan kedaulatan A
Pemasyarakatan
NKRI.
B. Perencanaan Kinerja
Tabel. 2.2
Perencanaan Kinerja
No. | Program Kegiatan KRO Target Pagu Semula | Pagu Setelah
Volume Revisi
Output
1 Program Penyelenggaraan | Fasilitasi 370 3,489,950,000 | 3,453,965,000
Penegakan | Pemasyarakatan | dan Orang
dan di Wilayah Pembinaan
Pelayanan Masyarakat
Hukum
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Operasi
Bidang

Keamanan

12

Operasi

109,320,000

87,456,000

2 Program
Dukungan

Manajemen

Dukungan
Manajemen dan
Teknis Lainnya
UPT

Pemasyarakatan

Layanan
Dukungan
Manajemen

Internal

4

Layanan

5,472,218,000

5,579,518,000

Layanan
Sarana dan
Prasarana

Interna

1 Unit

212,615,000

100,000,000

Layanan
Manajemen
SDM

72 Orang

18,780,000

18,780,000

Layanan
Manajemen
Kinerja

Internal

7

Dokumen

58,460,000

47,160,000
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C. Perjanjian Kinerja
Tabel.2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
1. | Terwujudnya
Penyelenggaraan Pelayanan | Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di 80
Pemasyarakatan yang Wilayah
Berkualitas di Wilayah
2. | Meningkatnya Pelayanan Persentase  Menurunnya Tahanan yang 80 %
Tahanan di Wilayah Sesuai | Overstaying
Standar Persentase Tahanan Yang Memperoleh
80 %
Layanan Penyuluhan Hukum
Persentase Tahanan Yang Memperoleh 80 %
Fasilitasi Bantuan Hukum
3. | Meningkatnya Pelayanan Persentase Narapidana Yang Memperoleh
Pembinaan Kepribadian, Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada 65 %
Pelatihan VVokasi, Instrument Penilaian Kepribadian
Pendidikan dan Penanganan | Persentase Narapidana Yang Mendapatkan 98%
Narapidana Resiko Tinggi Hak Remisi
Persentase narapidana yang mendapatkan hak 80%
integrasi
Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang
Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh 15%
Dan Dispilin
Persentase Narapidana Yang Memperoleh
Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi 28 %
Bersertifikasi
Persentase Narapidana  Yang Bekerja Dan 67 %
Produktif
4. | Meningkatnya Pelayanan Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti 80 %
Keamanan dan Ketertiban di | Sesuai Standar
Wilayah Sesuai Standar Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat 70 %
Dicegah
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap
Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak 80 %
Pelaku Gangguan Kamtib
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan 70 %
Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
5. | Meningkatnya Pelayanan Persentase pemenuhan layanan makanan bagi
Perawatan Narapidana Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan 5%
/Tahanan/Anak, standar
Pengendalian Penyakit Persentase =~ Tahanan  /Narapidana/Anak
Menular dan Peningkatan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) 93 %
Kualitas Hidup Narapidana | secara berkualitas
Peserta Rehabilitasi Persentase  Tahanan dan  Narapidana
Narkokita di wilayah perempuan (ibu hamil dan menyusui) 96 %
mendapat akses layanan kesehatan maternal

20




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang
mengalami gangguan mental dapat tertangani

70 %

Persentase tahanan/narapidana lansia yang
mendapatkan layanan  kesehatan  sesuai
standar.

80 %

Persentase Tahanan / Narapidana / Anak
Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang
Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai
Standar.

80 %

Persentase keberhasilan penanganan penyakit
menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya)
dan TB Positif (berhasil sembuh).

70 %

Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu
/Penyalahguna / Korban Penyalahgunaan
Narkotika.

25%

Meningkatnya Dukungan
Layanan Manajemen Satker

Tersusunnya dokumen rencana  Kerja,
anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan
yang akuntabel tepat waktu

1 Layanan

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan
Kerumah tanggaan

1 Layanan

Terpenuhinya  data  dan  peningkatan
kompetensi pegawai pemasyarakatan

1 Layanan

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran
dan laporan keuangan yang akuntabel dan
tepat waktu

1 Layanan

Jumlah Layanan Perkantoran

1 Layanan

Jumlah Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi

12 Unit

Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1 Unit

KEGIATAN

ANGGARAN

Wilayah

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di

Rp. 3.599.270.000

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

UPT Pemasyarakatan

Rp. 5.762.073.000

JUMLAH

Rp. 9.361.343.000
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BAB I111

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (Performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan satu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi danvisi organisasi yang

tertuand dalam rencana strategi suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan

menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujua, ssasaran, dan strategi sehingga

dapat diketahui kemajuan oerganisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan

dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur,

dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu tahun 2022

dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja

pada masing masing sasaran kegiatan.

2. Perbandinagan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pelatihan VVokasi,

Predikat Memuaskan Pada

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Capaian
%
1 | Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pelayanan Pemasyarakatan Indeks Penyelenggaraan 80 85 100 %
i . Pemasyarakatan di Wilayah
yang Berkualitas di
Wilayah
2 Meningkat_nya_ Pelayanan _ Persentase Mer_1urunnya 80% 6 Kasus 70%
Tahanan di Wilayah Sesuai | Tahanan yang Overstaying
Standar Persentase = Tahanan  Yang
Memperoleh Layanan | 80% | 66 Orang | /1,74 %
Penyuluhan Hukum
Persentase =~ Tahanan  Yang
Memperoleh Fasilitasi Bantuan | 80% | 99 Orang | 72,84 %
Hukum
3 | Meningkatnya Pelayanan Persentase Narapidana Yang
Pembinaan Kepribadian, | Memperoleh Nilai Baik Dengan | 65 % 100 65
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Pendidikan dan
Penanganan Narapidana
Resiko Tinggi

Instrument Penilaian

Kepribadian

Persentase Narapidana Yang
Mendapatkan Hak Remisi

97%

100

98

Persentase  narapidana
mendapatkan hak integrasi

yang

75%

100

80

Persentase Narapidana Resiko
Tinggi Yang Berubah
Perilakunya Menjadi  Sadar,
Patuh Dan Dispilin

15%

100

15

Persentase Narapidana Yang
Memperoleh Pendidikan Dan
Pelatihan VVokasi Bersertifikasi

25 %

100

28

Persentase  narapidana yang
bekerja dan produktif

67 %

100

67

Meningkatnya Pelayanan
Keamanan dan Ketertiban
Di Wilayah Sesuai Standar

Persentase Pengaduan yang
Ditindaklanjuti Sesuai Standar

80 %

100

80

Persentase Gangguan Kamtib
yang Dapat Dicegah

70 %

100

70

Persentase ~ Kepatuhan  Dan
Disiplin Terhadap Tata Tertib
Oleh Tahanan/Narapidana/Anak
Pelaku Gangguan Kamtib

80 %

100

80

Persentase Pemulihan Kondisi
Keamanan Pasca Gangguan
Kamtib Secara Tuntas

70 %

100

70

Meningkatnya Pelayanan
Perawatan
Narapidana/Tahanan/Anak,
Pengendalian Penyakit
Menular dan Peningkatan
Kualitas Hidup Narapidana
Peserta Rehabilitasi
Narkokita di wilayah

Persentase pemenuhan layanan
makanan bagi Tahanan
/Narapidana/Anak sesuai dengan
standar

75 %

111

83

Persentase Tahanan
/Narapidana/Anak mendapatkan
layanan kesehatan (preventif)
secara berkualitas

93 %

100

93

Persentase Tahanan dan
Narapidana perempuan (ibu
hamil dan menyusui) mendapat
akses layanan kesehatan
maternal

96 %

100

96

Persentase
Tahanan/Narapidana/Anak yang
mengalami gangguan mental
dapat tertangani

70 %

100

70
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Persentase tahanan/narapidana

Perkantoran

lansia ~ yang  mendapatkan | 80 % 100 80
layanan kesehatan sesuai standar
Persentase tahanan/
narapidana/anak berkebutuhan
khusus (Disabilitas) yang 80% 100 80
mendapatkan layanan kesehatan
sesuai standar
Persentase keberhasilan
penanganan penyakit menular
HIV-AIDS (ditekan jumlah 70 % 100 70
virusnya) dan TB Positif
(berhasil sembuh)
Persentase perubahan kualitas
hidup pecandu/ penyalahguna/ 2504 100 25
korban penyalahgunaan
narkotika
6. | Meningkatnya Dukungan | Tersusunnya dokumen rencana
Layanan Manajemen kerja, anggaran UPT 1 100 % 1
Satker Pemasyarakatan dan pelaporan | Layanan Layanan
yang akuntabel tepat waktu
Tersusunnya dokumen 1 1
pengelolaan BMN dan Kerumah 100 %
Layanan Layanan
tanggaan
Terpenuhinya data dan 1 1
peningkatan kompetensi 100 %
. Layanan Layanan
pegawai pemasyarakatan
Tersusunnya Dokumen
Pelaksanaan ~ Anggaran  dan 1 100 % 1
laporan keuangan yang | Layanan Layanan
akuntabel dan tepat waktu
1
Jumlah Layanan Perkantoran ! 100 %
Layanan Layanan
Jumlah Pera_ngkfat Pengolah Data 12 Unit | 100% | 12 Unit
dan Komunikasi
Jumlah Peralatan dan Fasilitas 1 Unit 100 % 1 Unit

Analisi Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan

yang Berkualitas di Wilayah.

a. Indikator Kinerja 1 : Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah
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Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan dijadikan salah satu
sasaran kegiatan pemasyarakatan. Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator
ini adalah dengan melihat capaian dari indikator yaitu: Persentase Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan. Untuk mengukur
keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat.

Tabel 3.2
Periode Penilaian Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)

No | Periode (2022) Nilai IKM
1 | Januari 17,18
2 | Februari 17,09
3 | Maret 17,24
4 April 16,93
5 Mei 17,07
6 | Juni 17,03
7 Juli 17,02
8 | Agustus 17,09
9 | September 16,66
10 | Oktober 17.04
11 | November 16,06
12 | Desember 16,90
Rata-rata 16,95

Sehingga Nilai Indeks yang diperoleh di tahun 2022 dapat dihitung sebagai
berikut:

Idk—17 100
ndeks = —ox

= 85
Capaian kinerja Lapas Kelas 1B Dompu dalam Indeks Penyelenggaraan

Pemasyarakatan di Wilayah pada tahun 2022 menunjukkan menunjukkan angka
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sebesar 85 dari target yang di tentukan sebesar 80. Hal ini menunjukkan bahwa
penyelenggaraan pemasyarakatan pada lapas Kelas 11B Dompu sudah mampu

memenuhi target dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesua Standar.
a. Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying
Lapas Kelas 1B Dompu memiliki kapasitas hunian sebesar 148 orang, namun saat
ini jumlah Tahanan/Narapidana sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 405
orang dengan rincian pada tabel berikut ini.
Tabel 3.3

Jumlah Kapasitas dan Penghuni Lapas Kelas 1B Dompu

No Kapasitas Lapas Jumlah Penghuni Lapas
148 Pria Wanita
1 | Narapidana 311 2
2 | Tahanan 85 7
Sub Total 396 9
Jumlah 405

Tujuan indikator kerja menurunnya tahanan yang overstaying adalah
menunjukkan seberapa besar keberhasilan penanganan masalah overstaying yang
sering menjadi permasalahan. Hal ini sangat penting karena untuk mencegah

terjadinya overcrowded.

Tabel. 3.4
Persentase Penurunan Tahanan yang Overstaying
No. Uraian 2021 2022
1 Jumlah Tahanan yang 20 6
Overstaying
Persentase Penurunan 70 %

Jumlah Tahanan yang overstaying pada tahun 2021 sebanyak 20 kasus. Lalu tahun
2022 Tahanan yang overstaying sebanyak 6 kasus sehingga ada penurunan kasus
overstaying dibanding tahun lalu.

Dengan begitu persentase penurunan dibanding tahun 2021 dapat dihitung sebagai
berikut:
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Persentase Penurunan ovrstaying

Jumlah overstaying tahun 2021 — Jumlah overstaying tahun 2022
- Jumlah overstaying tahun 2021
20—-6
=0 100%
=70%

Target dari indikator ini sebesar 70 %, satker memperoleh 70 % , sehingga

capaian dari indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan.
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penyuluhan hukum dari LBH Kab. Dompu
dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5

Jumlah Tahanan/Narapidana Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
Jumlah Tahanan/Narapidana

Jumlah Tahanan/Narapidana yang
mendapatkan Penyuluhan Hukum
92 66

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator kinerja kegiatan ini
adalah 71,74% atau 66 orang dari 92 tahanan/narapidana.

Persentase Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

_Jumlah Tahanan/Narapidana yang mendapatkan Penyuluhan Hukum
- Jumlah Tahanan/Narapidana

_ %6 100%
—92x 0

=71,74%
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c. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan bantuan hukum kepada Tahanan dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6

Jumlah Tahanan Yang Mendapatkan Bantuan Hukum

Jumlah Tahanan yang mengajukan

permohonan bantuan hukum

Jumlah tahanan yang mendapatkan

bantuan hukum

81

59

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator kinerja kegiatan ini

adalah 72,84% atau 59 orang dari 81 tahanan.

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan
Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi.
a. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat

Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian.

Tabel 3.7
Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan
Jumlah WBP Predikat
262 Memuaskan
42 Baik
35 Cukup

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Tahanan/Narapidana pada Lapas Kelas 11B
Dompu adalah 309 orang, sedangkan yang memperoleh nilai baik dengan predikat
Memuaskan sebanyak 230 orang, predikat Baik sebanyak 44 orang dan predikat
Cukup sebanyak 35 orang. Target dari indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar
65 %. Sehingga capaian dari indikator ini sebesar 74 % dan sudah melebihi target.
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b. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi
Tabel 3.8
Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

No. | Jumlah Usulan WBP yang Mendapatkan | WBP yang Mendapatkan
Remisi Remisi
1 249 249

Berdasarkan tabel di atas, jumlah WBP yang diusulkan untuk memperoleh remisi
sebanyak 249 orang dan 249 orang tersebut mendapatkan remisi. Target dari
indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 98 %. Sehingga capaian dari indikator

ini sebesar 100 %.

c. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
Tabel 3.9

Capaian Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

No. Kontent Status Capaian
1 Pembebasan 100 %
Bersyarat
i 100 %
2 Cuti Bersyarat 100 %
3 Assimilasi Rumah 100 %

Sesuai dengan tabel di atas maka diperoleh capaian sub indikator pada tahun

2022 dengan menjumlahkan masing-masing capaian yaitu sebesar :

100 + 100 + 100
B 3

=100
Target dari indikator ini pada Tahun 2022 adalah sebesar 75 %. Capaian dari
indikator ini sudah melebihi target yaitu 100 %.
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d.

Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,
Patuh Dan Dispilin.

Di tahun 2022 Tidak ada Narapidana Risiko Tinggi di Lapas Kelas 1B Dompu
sehingga tidak diperlukan tindak lanjut. Target dari indikator ini pada Tahun 2022
adalah sebesar 100 %. Sehingga capaian dari indikator ini telah memenuhi target

yang telah ditetapkan.

Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi
Bersertifikasi.
Tabel 3.10
Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan VVokasi

Bersertifikasi

No. Nama Pelatihan Jumlah Peserta Jumlah Sertfikat

1 Pertanian dan Perkebunan Padi, 80 80
Jagung dan Kacang Hijau
Jumlah 80 80

Pada tahun 2022 Lapas Kelas 1B Dompu target Narapidana yang memperoleh
pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat sebanya 80 orang. Dari data di atas,
peserta pada pelatihan masing-masing sebanyak 80 orang yang mengikuti
pelatihan semua telah memperoleh sertifikat. Sehingga persentase Narapidana

yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat adalah 100 %.

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Di Wilayah

Sesuai Standar.

a.

Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar.

Lapas Kelas IIB Dompu telah memiliki media pengaduan dan SDM yang
menangani pengaduan. Dan selama tahun 2022 ini capaian pengaduan yang
ditindaklanjuti diberikan dalam table berikut.
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Tabel 3.11
Pengaduan yang Masuk dan sudah di Tindak Lanjuti

No. | Jalur Pengaduan Jumlah Jumlah Pengaduan yang di

Pengaduan Tindak Lanjuti

Email - -

WA - -

Website - -

Kotak Pengaduan - -

Nomor Pengaduan - -

o O Bl W N -

Google Form - -

Pada tahun 2022 tidak terdapat pengaduan yang diterima dari masyarakat memlaui
berbagai media yang telah disediakan oleh Lapas Kelas 11B Dompu. Dari data
diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pengaduan pada tahun 2022 sehingga tidak
diperlukan tindak lanjut khusus. Telah dicapai target yang ditentukan.

b. Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah
Tabel 3.12
Pencegahan Gangguan Kamtib

No. Uraian Target Operasi Jumlah Operasi
1 Pencegahan Gangguan Kamtib 48 45
( Penggeledahan )

Dari tabel data di atas pada tahun 2022 target operasi penggeledahan yang
ditetapkan adalah 48 operasi. Persentase yang dicapai sebesar 93.75 %. Dalam
pelaksanaannya, penggeledahan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 pada
Lapas Kelas 11B Dompu sebanyak 45 operasi baik penggeledahan rutin maupun
insidentil. Kegiatan penggeledahan rutin maupun penggeledahan insidentil
dilaksanakan sebagai langkah preventif pencegahan gangguan keamanan dan
ketertiban serta mencegah beredarnya Narkoba di dalam Lapas Kelas 11B Dompu.
Dalam setiap penggeledahan yang dilaksanakan seringkali yang ditemukan adalah

pecahan cermin, paku, korek api, silet, botol kaca, sendok besi, kurisan, tali dan
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batu dan tidak pernah di temukan adanya narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa

pada Lapas Kelas 11B Dompu sudah bebas dari peredaran narkoba.

Persentase = Kepatuhan dan Disiplin  Terhadap Tata Tertib Oleh
Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai bentuk kepatuhan dan
disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan

kamtib sebagai berikut :

Tabel 3.13
Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak
Pelaku Gangguan Kamtib

No. | Jenis Pelanggaran Tata | Waktu Tindak Lanjut
Tertib Kejadian
1 Penyalahgunaan Hp ( 5| 18-01-2022 > Diperiksa
Kasus) » Buat Surat
Pernyataan

2 Perkelahian ( 1 Kasus ) 04-05-2022 > Diperiksa

» Kurungan (Sell)

» Buat Surat
Pernyataan

3. | Penggunaan obat terlarang | 21-08-2022 » 6 Orang diperiksa dan
berupa ALPARA (1 Kasus) membuat pernyataan
» 8 Orang Diperiksa
dan diberi hukuman
disiplin berupa

Register F

Sehingga untuk mengukur capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

__ Jumlah pelanggaran WBP yang ditindak lanjuti

CKK x 100 %

Jumlah pelanggaran WBP
3
= §x 100 %

=100 %
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Target dari indikator ini pada Tahun 2022 adalah sebesar 75%. Sehingga capaian

dari indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan 100%.

d. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Tabel.3.14

Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

(5 Kasus)

Tahanan/Narapidana/Anak
tentang penggunaan

fasilitas Hp yang baik dan

No. | Jenis  Pelanggaran Langkah yang Diambil Tindak Lanjut
Tata Tertib
1 Penyalahgunaan Hp Sosialisasi kepada Sudah

ditindaklanjuti

terlarang berupa
ALPARA (1 Kasus

14 Orang)

Tahanan/Narapidana/Anak
tentang menjaga keamanan
dan ketertiban.
Perkuat pengawasan
dengan trolling sesering
mungkin oleh regu jaga
blok

benar.

2 Perkelahian ( 1 Sosialisasi kepada Sudah

Kasus ) Tahanan/Narapidana/Anak ditindaklanjuti

tentang menjaga keamanan
dan ketertiban.
Perkuat pengawasan
dengan trolling sesering
mungkin oleh regu jaga
blok

3. | Penggunaan  obat Sosialisasi kepada Sudah

ditindaklanjuti
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Pada tahun 2022 terdapat 6 kasus pelanggaran tata tertib. Dari 7 kasus yang terjadi
ke 7 kasusnya telah ditindaklanjuti. Sehingga persentase capaiannya indicator ini
sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak,
Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta
Rehabilitasi Narkokita di wilayah.

a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai

dengan standar.

Tabel. 3.15
Data Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan Tahanan/Narapidana/Anak

No. Bulan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak
1 Januari 11.925
2 Februari 12.077
3 Maret 11.267
4 April 12.738
5 Mei 12.382
6 Juni 12.704
7 Juli 12.097
8 Agustus 12.205
9 September 12.485
10 Oktober 11.903
11 November 12.446
12 Desember 14.854
JUMLAH 149.083

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidanan/Anak
sebesar 100% dengan telah dilaksanakan secara menyeluruh. Jumlah
Tahanan/Narapidana/Anak pada Tahun 2022 berdasarkan hari tinggal adalah
149.083 orang. Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapatkan pemenuhan
layanan makanan adalah 149.083 orang. Sehingga capaiannya adalah 100 %.
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b. Persentase Tahanan

(preventif) secara berkualitas.

Tabel 3.16
Data Kesehatan Narapidana Dan Tahanan Tahun 2022

/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan

Sakit | HIV | Penyakit | Hep | Penya | Penya | Penya | Penya | Penya | Diab | Hipe | Gan | Peya | Ju
gigi | /Al | pendeng | atitis | kit kit kit kit kit etes | rtens | ggua | kit ml
DS |aran perna | pence | ginjal | susun | jantun i n lain | ah
pasan | rnaan | dan an g dan jiwa | Gata
salura | saraf | pembu /dep | I-
n luh resi | gatal
kemih darah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14
36 1 19 7 324 372 7 18 1 3 5 2 288 ég
Tabel 3.17
Jumlah Tahanan Dan Narapidana Sakit Yang Ditangani
Jumlah Jumlah Yang Jumlah
Tahanan Dan Sakit Tahun Yang Jenis Penanganan Jumlah
Narapidana 2022 Ditangani
Rawat Jalan 1072
Rawat Inap Diklinik 5
1083 1083 Lapas
391 -
Rawat Inap Diluar
6
Lapas
Jumlah 1083

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian sub indikator ini adalah 100%

atau 1083 tahanan dan Narapidana yang sakit pada tahun 2022 telah ditangani.

c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)

mendapat akses layanan kesehatan maternal.

Tabel 3.18
Data Jumlah Tahanan/WBP ( Ibu Hamil dan Menyusui )

No.

Jumlah Tahanan/WBP ( Ibu Hamil

dan Menyusui )

Jumlah yang Mendapat Akse

Layanan Kesehatan Materna

S
|
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Berdasarkan tabel diatas tidak ada realisasi pada indikator kinerja kegiatan ini
dikarenakan tidak ada Tahanan/Narapidana wanita di tahun 2022 yang sedang
kondisi hamil atau memiliki anak bawaan. Sehingga tidak diperlukan tindak lanjut.
Target dari indikator ini pada Tahun 2022 adalah sebesar 96%. Sehingga capaian
dari indikator ini telah memenuhi target yaitu 100% yang telah ditetapkan.

d. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat
tertangani.

Tabel 3.19

Data Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Mengalami Gangguan Mental
No. | Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Jumlah yang di Tindak Lanjuti

yang Mengalami Gangguan Mental
1 - -

Berdasarkan tabel diatas tidak ada realisasi pada indikator kinerja kegiatan ini
dikarenakan tidak ada Tahanan/Narapidana di tahun 2022 yang mengalami
gangguan mental. Sehingga tidak diperlukan tindak lanjut.
Target dari indikator ini pada Tahun 2022 adalah sebesar 70 %. Sehingga capaian
dari indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan 100%.

e. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar.

Tabel 3.20
Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan

Sesuai Standar.

Jenis Jumlah Jumlah Lansia yang mendapatkan layanan
Kelamin Lansia kesehatan
Laki-laki 4 4
Wanita 0 0
Jumlah 4

Berdasarkan tabel diatas jumlah lansia yang ada pada Lapas Kelas 11B Dompu
adalah 4 orang dan telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sehingga
capaian kinerja kegiatan mencapai 100 %.

f. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIVV-AIDS (ditekan jumlah

virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh).
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Indikator Kinerja kegiatan ini memiliki target sebesar 80 % untuk penanganan
penyakit menular HIV-AIDS dan TB. Data diberikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.21

Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS dan TB

No. | Uraian Penyakit Jumlah Jumlah yang di
Tangani

1 HIV-AIDS 1 1

2 TB 2 2

Berdasarkan data tersebut diatas Tahanan/Narapidanan telah mendapatkan

penanganan. Sehingga capaian target indikator kinerja kegiatan adalah 100 %.

b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun 2022

Tabel 3.22

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun 2022

No/Kode Program Klasifikasi Rincian Target | Realisasi | Persentas
Output Volume | Volume e
Capaian
013.05.BF Program Penegakan
dan Pelayanan
Hukum
5252 Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di
Wilayah
5252.BDC Fasilitasi dan 370 370 Orang 100%
Pembinaan Orang
Masyarakat
5252.BHB Operasi Bidang 12 12 100%
Keamanan Operasi Operasi
013.05.WA | Program Dukungan
Manajemen
6231 Dukungan
Manajemen dan
Teknis Lainnya UPT
Pemasyarakatan
6231.EBA Layanan dukungan 4 4 Layanan 100%
manajemen internal Layanan
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6231.EBB Layanan sarana dan 1 unit 1 unit 100%
prasarana internal

6231.EBC Layanan Manajemen 72 Orang | 72 Orang 100%
SDM Internal

6231.EBD Layanan Manajemen 7 7 100%
Kinerja Internal Dokumen | Dokumen

- Analisis Capaian Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2022 diatas dicapai

pelaksanaan target volume 100 %. dan KRO yang lainnya menunjukkan capaian

pelaksanaan target volume telah mencapai 100%. Sehingga Rata-rata capaian yang

diperoleh sebesar 100 %.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021.

Tabel. 3.23
Perbandingan Realisasi kinerja
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
Kegiatan Kegiatan 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022
1 | Terwujudnya
Penyelenggara
an Pelayanan | Indeks
Pemasyarakata Penyelenggaraan ) 80 80 96 83 111 | 100 %
Pemasyarakatan di
nyang ) ~ | Wilayah
Berkualitas di
Wilayah
2 | Meningkatnya | Persentase 796
Pelayanan Menurunnya 70% | 80% " | 6Kasus | 100 | 70%
Tahanan di Tahanan yang %
Wilayah Sesuai Overstaying
Standar Persentase Tahanan
Yang Memperoleh 66 142.8 | 71,74
Layanan 70% | 80% |100%
Orang 6 %
Penyuluhan
Hukum
Persentase Tahanan 59 1428 | 72.84
Yang Memperoleh 70% 80% | 100 % ' '
Fasilitasi Bantuan Orang 6 %
Hukum
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3

Meningkatnya
Pelayanan
Pembinaan
Kepribadian,
Pelatihan
Vokasi,
Pendidikan dan
Penanganan
Narapidana
Resiko Tinggi

Persentase
Narapidana Yang
Memperoleh Nilai
Baik Dengan
Predikat
Memuaskan Pada
Instrument
Penilaian
Kepribadian

60%

65%

62 %

100

103.3

65

Persentase
Narapidana Yang
Mendapatkan Hak
Remisi

97 %

98%

100 %

100

103.0

98

Persentase
narapidana yang
mendapatkan hak
integrasi

75 %

80%

93,33
%

100

124.4

80

Persentase
Narapidana Resiko
Tinggi Yang
Berubah
Perilakunya
Menjadi Sadar,
Patuh Dan Dispilin

13%

15%

13 %

100

100

15

Persentase
Narapidana Yang
Memperoleh
Pendidikan Dan
Pelatihan VVokasi
Bersertifikasi

25 %

28%

100 %

100

400

28

Meningkatnya
Pelayanan
Keamanan dan
Ketertiban Di
Wilayah Sesuai
Standar

Persentase
Pengaduan yang
Ditindaklanjuti
Sesuai Standar

75 %

80%

100 %

100

133.3

80

Persentase
Gangguan Kamtib
yang Dapat
Dicegah

60 %

70

100 %

100

166.6

70

Persentase
Kepatuhan Dan
Disiplin Terhadap
Tata Tertib Oleh
Tahanan/Narapidan
a/Anak Pelaku
Gangguan Kamtib

75 %

80

100 %

100

133.3

80

Persentase
Pemulihan Kondisi
Keamanan Pasca
Gangguan Kamtib
Secara Tuntas

60 %

70

100 %

100

166.6

70
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5

Meningkatnya
Pelayanan
Perawatan
Narapidana/Ta
hanan/Anak,
Pengendalian
Penyakit
Menular dan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Narapidana
Peserta
Rehabilitasi
Narkokita di
wilayah

Persentase
pemenuhan
layanan makanan
bagi Tahanan
/Narapidana/Anak
sesuai dengan
standar

71%

75

100 %

111

140.8

83

Persentase Tahanan
/Narapidana/Anak
mendapatkan
layanan kesehatan
(preventif) secara
berkualitas

92 %

93

100 %

100

108.6

93

Persentase Tahanan
dan Narapidana
perempuan (ibu
hamil dan
menyusui)
mendapat akses
layanan kesehatan
maternal

95%

96

95 %

100

100

96

Persentase
Tahanan/Narapidan
a/Anak yang
mengalami
gangguan mental
dapat tertangani

60%

70 %

60 %

100

100

70

Persentase
tahanan/narapidana
lansia yang
mendapatkan
layanan kesehatan
sesuai standar

75%

80 %

100 %

100

133.3

80

Persentase tahanan/
narapidana/anak
berkebutuhan
khusus
(Disabilitas) yang
mendapatkan
layanan kesehatan
sesuai standar

Tidak
ada di
IKK
2021

80 %

100

80

Persentase
keberhasilan
penanganan
penyakit menular
HIV-AIDS
(ditekan jumlah
virusnya) dan TB
Positif (berhasil
sembuh)

60 %

70 %

100 %

100

166.6

70
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Persentase tahanan/

narapidana/anak Tidak
berkebutuhan .
khusus ada di
usts 250 100 25
(Disabilitas) yang IKK
mendapatkan 2021
layanan kesehatan
sesuai standar
6. | Meningkatnya | Tersusunnya Tidak
dokumen rencana .
Dukungan Keri ada di 1
erja, anggaran 1
Layanan UPT IKK Layana Layana 100 %
. Pemasyarakatan
Manajemen 2021 n n
dan pelaporan yang
Satker akuntabel tepat
waktu
Tidak
Tersusunnya 1
dokumen ada di 1
pengelolaan BMN Layana Layana 100 %
IKK
dan Kerumah n n
tanggaan 2021
Terpenuhinya data ek 1
dan peningkatan ada di 1
pegawai n n
pemasyarakatan 2021
Tersusunnya Tidak
Dokumen h 1
Pelaksanaan ada di 1
Anggaran dan IKK | Layana Layana 100 %
laporan keuangan n n
yang akuntabel dan 2021
tepat waktu
Tidak
) 1
Jumlah Layanan ada di La;ana Layana 100 %
Perkantoran IKK 0
n
2021
Tidak
Jumlah Perangkat ada di _
Pengolah Data dan 12 Unit 12 Unit 100 %
o IKK
Komunikasi
2021
Jumlah Peralatan Tidak )
dan Fasilitas .| 1Unit 1 Unit 100 %
ada di
Perkantoran
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IKK
2021

> Analisis Perbandingan antara realisasi Kkinerja serta capaian kinerja tahun 2022
dengan tahun 2021.

- Sasaran Kegiatan :

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian

Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta

Rehabilitasi Narkotika di wilayah.

a.

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi
Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar.

Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan
standar pada Lapas Dompu ditahun 2021 dan tahun 2022 telah terlaksana 100
%. Walaupun adanya kendala yaitu kekurangan anggaran, namun dapat
dipenuhi dengan dilaksanakan Anggaran Biaya Tambahan di tahun 2022 dan
Tahun 2021 dari anggaran pusat.

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan /Narapidana/Anak
mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.

Pemberian layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas kepada Tahanan
/Narapidana/Anak pada Lapas Dompu ditahun 2021 dan tahun 2022 telah
terlaksana 100 %. Lapas Dompu memiliki 3 perawat yang handal terdiri dari 2
JFT dan 1 JFU. Setiap hari perawat melasaknakan kontrol keliling memantau
kesehatan Tahanan/Narapidana. Selain itu telah dibuatkan jadwal on call setiap
malamnya apabila terjadi hal yang tidak di inginkan setiap saat.

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan
(ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.

IKK Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)
mendapat akses layanan kesehatan maternal tidak terdapat di tahun 2021,
sedangkan ditahun 2022 indikator kegiatan kinerja memiliki target 95 %. Pada
tahun 2022, Tahanan dan Narapidana perempuan tidak ada yang sedang hamil
atau memiliki anak bawaan. Sehingga tidak diperlukan tindaklanjut dan

capaian dari indikator ini telah memenubhi target yang telah ditetapkan.
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d.

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang
mengalami gangguan mental dapat tertangani.

IKK Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental
dapat tertangani tidak terdapat di tahun 2021, sedangkan ditahun 2022
indikator kegiatan kinerja memiliki target 60 %. Pada tahun 2022,
Tahanan/Narapidana tidak ada yang mengalami gangguan mental. Sehingga
tidak diperlukan tindaklanjut dan capaian dari indikator ini telah memenuhi
target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase tahanan/narapidana lansia yang
mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

IKK Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar tidak terdapat di tahun 2021, sedangkan ditahun 2022
indikator kegiatan kinerja memiliki target 65 % dan telah terlaksana 100 %.
Pada tahun 2022, terdapat 4 orang lansia yang semunya adalah laki-laki. Lapas
Dompu memiliki 3 perawat yang handal terdiri dari 2 JFT dan 1 JFU. Setiap
hari perawat melasaknakan kontrol Kkeliling memantau kesehatan
Tahanan/Narapidan khususnya para lansia selain memeriksa kesehatan yang
datang ke klinik Lapas. Juga telah dibuatkan jadwal on call setiap malamnya
apabila terjadi hal yang tidak di inginkan setiap saat.

Indikator  Kinerja Kegiatan : Persentase tahanan/narapidana/anak
berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan
sesuai standar.

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang
mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. khususnya pada Lapas Kelas
1B Dompu pada tahun 2022 terdapat perbedaan dari tahun 2021. Hal ini
disebabkan oleh intensnya pemanfaatan media maupun secara langsung
memberikan makanan dan minuman kepada warga binaan pemasyarakatan
terkait penyedian sarana pelayanan dan pemberian layanan yang dilakukan
Lapas Kelas 1IB Dompu. Didukung dengan kemampuan SDM pada Lapas
Kelas 1B Dompu yang cakap dan memiliki kemampuan public speaking
sehingga mendukung terwujudnya penyelenggaran pelayanan
pemasyarakatan. Kemudian meminta masyarakat untuk memberikan penilaian

sebagai saran dan masukan untuk perbaikan kedepan bagi Lapas Kelas 1B
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Dompu untuk lebih baik lagi dan mendukung pelaksanaan program Lapas
Dompu Menuju WBK/WBBM.

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase keberhasilan penanganan penyakit
menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil
sembuh)

Penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB positif pada Lapas Dompu
ditahun 2021 dan tahun 2022 telah terlaksana 100 %. Pada data yang tercatat
terdapat 1 orang penderita HIV-AIDS dan 2 orang penderita TB positif.
Dimana perawat setiap bulannya memberikan obat dan memantau setiap hari
kondisinya. Selain itu, subsi keperawatan telah bekerjasama dengan Dinas
Kesehatan Kab. Dompu untuk memberikan sosialisasi tentang HIV/AIDS dan
TB kepada Tahanan/Narapidana.

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase perubahan kualitas hidup
pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Persentase  perubahan kualitas hidup  pecandu/penyalahguna/korban
penyalahgunaan narkotika. khususnya pada Lapas Kelas 1B Dompu pada
tahun 2022 terdapat perbedaan dari tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh
intensnya pemanfaatan media maupun secara langsung memberikan makanan
dan minuman kepada warga binaan pemasyarakatan terkait penyedian sarana
pelayanan dan pemberian layanan yang dilakukan Lapas Kelas 1B Dompu.
Didukung dengan kemampuan SDM pada Lapas Kelas 1B Dompu yang cakap
dan memiliki kemampuan public speaking sehingga mendukung terwujudnya
penyelenggaran pelayanan pemasyarakatan. Kemudian meminta masyarakat
untuk memberikan penilaian sebagai saran dan masukan untuk perbaikan
kedepan bagi Lapas Kelas 11B Dompu untuk lebih baik lagi dan mendukung
pelaksanaan program Lapas Dompu Menuju WBK/WBBM.

- Sasaran Kegiatan : 2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan

Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

a.

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase narapidana yang memperoleh nilai
baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

IKK Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat
Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian tidak terdapat pada tahun

sebelumnya. Pada tahun 2022 target yang ditetapkan adalah 60 % dan telah
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mencapai realisasi sebesar 62 % sehingga telah melebihi target yang ditetukan.
Hal ini tentunya tidak lepas dari peran Wali Kamar yang telah dibentuk pada
Lapas Kelas 1IB Dompu yang setiap saat memantau perkembangan
Tahanan/Narapidana pada kamar hunian yang menjadi kamar walinya.
Tentunya Wali ini di tunjuk dan ditugaskan dengan memperhatikan kemapuan
dan syarat-syarat menjadi Wali yang kemudian ditugaskan melalui Surat
Keputusan yang di tanda tangani oleh Kalapas. Data yang diperoleh dari para
wali ini setelah dihimpun di peroleh 239 orang yang medapatkan kategori
memuaskan dari jumlah Tahanan/Narapidana yang ada yaitu 386 orang dengan
persentase sebesar 62 %.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : persentase narapidana yang mendapatkan hak
remisi
Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi pada Lapas Kelas 11B
Dompu pada tahun 2022 terjadi peningkatan dari tahun 2021. Walapun nilai
target ditahun 2022 lebih besar yaitu 97sedangkan tahun 2021 yaitu 90 target,
terjadi peningkatan sebesar 3,09 %. Hal ini tentunya upaya pemenuhan hak
yang dilakukan oleh Lapas Kelas 11B Dompu khususnya bagian registrasi yang
mengusulkan WBP yang telah memenuhi syarat. Tentu saja WBP yang telah
memenuhi syarat berkelakuan baik dimana berkelakuan baik ini dibuktikan
dengan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarankan di Lapas
Dompu dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan untuk diusulkan
remisi dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

c. Indikator Kinerja Kegiatan : persentase narapidana yang mendapatkan hak
integrasi.
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada Lapas Kelas 11B
Dompu pada tahun 2022 terjadi peningkatan dari tahun 2021. Walapun nilai
target ditahun 2021 lebih besar yaitu 90 sedangkan tahun 2022 yaitu 75,
Terjadi peningkatan sebesar 24.44 %. Hal ini tentunya sebagai upaya untuk
memenuhi hak WBP dan sebagai salah satu solusi mengatasi overkapasitas
yang ada di Lapas Dompu. Tentunya WBP yang diberikan di usulkan telah

memenuhi syarat.
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d.

Indikator Kinerja Kegiatan : persentase narapidana yang mendapatkan hak
Pendidikan

Semua narapidana di lapas kelas iib dompu mendapat hak pendidikan sesuai
dengan porsinya masing masing terutama pendiudikan mengenai agama
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah
perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin

IKK Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi
Sadar, Patuh Dan Dispilin tidak terdapat di tahun 2021, sedangkan ditahun
2022 indikator kegiatan kinerja memiliki target 13 %. Pada tahun 2022 tidak
ada Narapidana risiko tinggi. Sehingga tidak diperlukan tindaklanjut dan
capaian dari indikator ini telah memenubhi target yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase narapidana yang memperoleh
Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan VVokasi
Bersertifikasi pada Lapas Kelas 1B Dompu pada tahun 2022 dan tahun 2021
mencapai 100 %. Walaupun target yang diberikan berbeda dimana tahun 2021
lebih besar dari tahun 2022 namun tetap terlaksana walaupun adanya kendala
yaitu ditengah masa pandemi covid-19. Namun Pembinaan kemandirian
dilaksanakan dengan semaksimalkan mungkin dengan menjalin kerjasma
dengan forkopimda dan telah dilaksanakan MOU untuk program pembinaan
kemandirian yang telah diprogramkan.

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
Banyak narapidana yang bekerja produktif dengan melakukan kegiatan yang

dapat menunjang aktivitas mereka selama di dalam

- Sasaran Kegiatan : 3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di

wilayah sesuai standar

a.

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai
standar

Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar pada Lapas Kelas
1B Dompu memilik target ditahun 2021 lebih besar yaitu 90 sedangkan tahun
2022 yaitu 75 namun realisasi yang dicapai adalah 100 %. Sarana dan
prasarana layanan pengaduan telah disediakan melalui berbagai media, baik

media sosial, kontak pengaduan dan melaporkan langsung ke Lapas Dompu.
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Laporan pengaduan melalui media sosial dan kontak pengaduan akan dilayanai
oleh operator yang menangani, sedangkan laporan langsung akan di layani oleh
petugas yang telah ditunjuk. Pada tahun 2022 tidak terdapat laporan
pengaduan.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah.
Pada tahun 2021 dan tahun 2022, pencegahan gangguan kamtib dapat
terlaksana 100 %. Penggeledahan rutin maupun insidentil dilaksanakan baik
oleh jajaran pengamanan maupun seluruh pegawai. Selain itu, Lapas Dompu
juga sering melaksankan penggeledahan gabungan bersama polisi, TNI dan
BNNK Kab.Bima. Selain itu dilakukan mutasi Narapidana untuk mengurangi
overkapasitas pada Lapas Dompu sehingga situasi aman dan kondusif tetap
terjaga.

c. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata
tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak
pelaku gangguan kamtib pada tahun 2022 memliki persentase target sebesar
75 %. Target ini lebih rendah dari tahun 2021 yang sebesar 90 %. Akan tetatpi
target realisasi yang tercapai pada tahun 2022 sebesar 100 %. Tercatat 5 kasus
pelanggaran yang terjadi pada tahun 2022 namun telah ditindak lanjuti semua
dengan dilaksanakan pemeriksaan oleh bagian Kamtib.

d. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca
gangguan kamtib secara tuntas
Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas pada
tahun 2022 memliki persentase target sebesar 60 %. Target ini lebih rendah
dari tahun 2021 yang sebesar 90 %. Akan tetatpi target realisasi yang tercapai
pada tahun 2022 sebesar 100 %. Terdapat 5 kasus pelanggaran yang terjadi
pada tahun 2022 namun telah ditindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi
kepada seluruh Tahanan/Narapidana agar tidak melakukan pelanggaran guna
terciptanya keamanan dan situasi yang kondusi serta memerintahkan kepada
regu pengamanan pada saat melaksanakan tugas untuk meningkatkan

intensitas kontrol keling di dalam blok.
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- Sasaran Kegiatan : 4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

a.

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran
UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Tersusunnya dengan baik dokuimen rencana Kkerja anggaran upt
pemasyarakatan dibuktikan dengan tepat waktunya penyampaian laporan
bulanan keuangan yang setiap bulannya di laporkan

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan
Kerumah tanggaan

Presentasi pengelolan BMN yang baik di mulai di tahun 2022 di karnakan pada
tahun 2021 IKK ini belum ada dan di tahun 2022 ini pengelolaan BMN tekah
diklakukan dengan baik

Indikator Kinerja Kegiatan : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi
pegawai pemasyarakatan

Data dan peningkatan pgawai pemasyarakatan telah termutahirkan dengan baik
di buktikan dengan terkelolanya data kepegawaian dengan baik di tahun 2022
ini yang pada tahun 2021 IKK ini tidak ada

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran
dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Presentasi tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran yang baik dibuktikan
dengan segala pembuatan dan pelaksanaan dokumen anggaran pada tahun
2022 ini telah terlaksana dengan baik dan tetap disampaikan setiap bulannya
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Layanan Perkantoran

Jumlah layanan perkantoran pada tahun 2022 ini telah terlaksana dengan baik
sehingga dapat menunnjang dengan baik operasional di kantor yang mana IKK
ini tidak ada pada tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi

Jumlah perangkata pengolahan data dan komunikasi pada tahun ini telah
terpenuhi sehingga dapat menunjang pelaksanaan operasional kantor dengan
baik dengan adanya belanja modal sejumlah 15 perangkat pengolahan data
meliputi komputer printer laptop untuk menunjang operasional kantor pada
tahun 2022.
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g. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran pada tahun 2022 ini telah ada

dengan baik dan mendukung segala operasional di kantor pada tahun 2022

yang mana IKK ini tidak ada pada tahun 2021 dan dapat menunjang segala

kegitan di kantor.

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kanwil.

Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi Kinerja dalam Dokumen Renstra

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Realisasi Rencana Target
Kegiatan 2022 2022 2023 2024
1 | Terwujudnya
Penyelenggaraan Indeks Penyelenggaraan
Pelayanan Pemasyarakatan | Pemasyarakatan di 85 80 83 84
yang Berkualitas di Wilayah
Wilayah
2 Meningkat_nya_ Pelayanan _ Persentase Menurunr_lya 70 % 80% 90% 100%
Tahanan di Wilayah Sesuai | Tahanan yang Overstaying
Standar Persentase Tahanan Yang
Memperoleh Layanan | 71,74% | 80% 90% 100%
Penyuluhan Hukum
Persentase Tahanan Yang
Memperoleh  Fasilitasi | 72,84% | 80% 90% 100%
Bantuan Hukum
3 | Meningkatnya Pelayanan Persentase Narapidana
Pembinaan Kepribadian, Yang Memperoleh Nilai
Pelatih:::m Vokasi, Baik Dengan Predikat 74 % 65% 70% 7504
Pendidikan dan Memuaskan Pada
Penanganan Narapidana Instrument Penilaian
Resiko Tinggi Kepribadian
Persentase Narapidana
Yang Mendapatkan Hak | 100 % 98% 99% 100%
Remisi
Persentase narapidana
yang mendapatkan hak | 100 % 80% 85% 90%
integrasi
Persfentase _ N_arapidana 100 % 15% 17% 19%
Resiko  Tinggi  Yang
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Berubah Perilakunya
Menjadi Sadar, Patuh Dan
Dispilin

Persentase Narapidana
Yang Memperoleh
Pendidikan Dan Pelatihan
Vokasi Bersertifikasi

100 %

28%

31%

34%

Persentase narapidana
yang bekerja dan
produktif

100 %

67%

72 %

77 %

Meningkatnya Pelayanan
Keamanan dan Ketertiban
Di Wilayah Sesuai Standar

Persentase Pengaduan
yang Ditindaklanjuti
Sesuai Standar

100 %

80%

85%

90%

Persentase
Kamtib
Dicegah

Gangguan

yang Dapat

100 %

70%

80%

90%

Persentase Kepatuhan Dan
Disiplin Terhadap Tata
Tertib Oleh
Tahanan/Narapidana/Anak
Pelaku Gangguan Kamtib

100 %

80%

85%

90%

Persentase Pemulihan
Kondisi Keamanan Pasca
Gangguan Kamtib Secara
Tuntas

100 %

70%

80%

90%

Meningkatnya Pelayanan
Perawatan
Narapidana/Tahanan/Anak,
Pengendalian Penyakit
Menular dan Peningkatan
Kualitas Hidup Narapidana
Peserta Rehabilitasi
Narkokita di wilayah

Persentase
layanan
Tahanan
/Narapidana/Anak sesuai
dengan standar

pemenuhan
makanan  bagi

100 %

93%

94%

95%

Persentase Tahanan
/Narapidana/Anak

mendapatkan layanan
kesehatan (preventif)

secara berkualitas

100 %

96%

97%

98%

Persentase Tahanan dan
Narapidana  perempuan
(ibu hamil dan menyusui)
mendapat akses layanan
kesehatan maternal

100 %

70%

80%

90%

Persentase
Tahanan/Narapidana/Anak

100 %

80%

85%

90%
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yang mengalami gangguan
mental dapat tertangani

Persentase
tahanan/narapidana lansia
yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar

100 %

80%

85%

90%

Persentase  keberhasilan
penanganan penyakit
menular HIV-AIDS
(ditekan jumlah virusnya)
dan TB Positif (berhasil
sembuh)

100 %

70%

80%

90%

Persentase perubahan
kualitas hidup pecandu/
penyalahguna / korban
penyalahgunaan narkotika

100 %

25%

27 %

29 %

Meningkatnya Dukungan
Layanan Manajemen
Satker.

Tersusunnya dokumen
rencana kerja, anggaran
UPT Pemasyarakatan dan
pelaporan yang akuntabel
tepat waktu

100 %

1

Layanan

1

Layanan

1

Layanan

Tersusunnya dokumen
pengelolaan BMN dan
Kerumah tanggaan

100 %

1

Layanan

1

Layanan

1

Layanan

Terpenuhinya data dan
peningkatan kompetensi
pegawai pemasyarakatan

100 %

1

Layanan

1

Layanan

1

Layanan

Tersusunnya Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
dan laporan keuangan
yang akuntabel dan tepat
waktu

100 %

1

Layanan

1

Layanan

1

Layanan

Jumlah Layanan
Perkantoran

100 %

1

Layanan

1

Layanan

1

Layanan

Jumlah Perangkat
Pengolah Data dan
Komunikasi

100 %

12 Unit

12 Unit

12 Unit

Jumlah Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran

100 %

1 Unit

1 Unit

1 Unit
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» Langkah-langkah untuk dapat mencapai target sesuai Renstra Kantor Wilayah

1. Memperhatikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga.

2. Menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan dengan
memperhatikan sasaran-sasaran nasional yang harus dicapai sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan prioritas, fokus prioritas, dan
kegiatan prioritas nasional sesuai dengan platform Presiden.

3. Menyusun sampai dengan tingkat program dilengkapi dengan indikator-indikator
kinerja outcome dari masing-masing program.

4. Program disusun sesuai jenis dan jumlahnya yang terdapat di masing-masing K/L
sesuai dengan kelompok karakteristik K/L. Detail kinerja dan rencana pendanaan
program/kegiatan yang dibiayai disusun dalam matriks Kinerja K/L dan matiks
Pendanaan KJ/L.
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B. REALISASI ANGGARAN

Lapas Kelas 11B Dompu memiliki pagu anggaran pada tahun 2022 Revisi Ke-10 sebesar
Rp.9.286.879.000,-. Realisasi anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp. 9.003.178.410 atau
sebesar 96,95 %, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Tahun 2022
KODE URAIAN PAGU REALISASI SISA %
REALISASI
013.05.BF | Program Penegakan 3.541.421.000 | 3.442.086.503 | 99.334.49 97.20
dan Pelayanan Hukum 7
5252 Penyelenggaraan 3.541.421. 000 | 3.442.086.503 | 99.334.49 97.20
Pemasyarakatan di 7
Wilayah
5252.BDC | Fasilitasi dan 3.453.965.000 | 3.389.728.703 | 64.236.29 98.14
Pembinaan Masyarakat 7
5252.BDC.0 | Pembinaan 116.155.000 76.607.000 | 39.548.00 65.95
02 Kepribadian Dan 0
Layanan Integrasi
Narapidana
051 Pembinaan 74.832.000 57.907.000 | 16.925.00 77.38
Kepribadian 0
052 Layanan Integrasi dan 41.323.000 18.700.000 | 22.623.00 45.25
TPP 0
5252.BDC.0 | Kebutuhan Dasar dan 3.108.010.000 | 3.083.321.703 | 24.688.29 99.21
04 Layanan Kesehatan 7
005 Dukungan 3.108.010.000 | 3.083.321.703 | 24.688.29 99.21
Penyelenggaraan Tugas 7
Fungsi dan Unit
5252.BDC. | Pembinaan 229.800.000 | 229.800.000 0 100
S01 Kemandirian
Narapidana
051 Perencanaan 7.200.000 7.200.000 0 100
052 Pelaksanaan 220.320.000 | 220.320.000 0 100
053 Evaluasi dan Pelaporan 2.280.000 2.280.000 0 100
5252.BHB | Operasi Bidang 87.456.000 52.357.800 | 35.098.20 59.87
Keamanan 0
5252.BHB.0 | Layanan Keamanan 87.456.000 52.357.800 | 35.098.20 59.87
02 dan Ketertiban 0
051 Penegakan Keamanan 9.081.000 5.411.000 | 3.670.000 59.59

dan Ketertiban
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052 Pengawalan 78.375.000 46.946.800 | 31.428.20 59.90
0
013.05.WA | Program Dukungan
Manajemen
6231 Dukungan Manajemen | 5.745.458.000 | 5.561.091.973 | 184.366.0 96.79
dan Teknis Lainnya 27
UPT Pemasyarakatan
6231.EBA | Layanan Dukungan 5.579.518.000 | 5.431.414.973 | 148.103.0 97.35
Manajemen Internal 27
6231.EBA.9 | Layanan BMN 16.790.000 15.190.000 | 1.600.000 90.47
56
051 Penatausahaan dab 6.440.000 4.840.000 | 1.600.000 75.16
Pengelolaan BMN
052 Administrasi 10.350.000 10.350.000 0 100
Pengadaan Barang dan
Jasa
6231.EBA.9 | Layanan Hubungan 2.530.000 2.505.000 25.000 99.01
58 Masyarakat
051 Penyediaan Informasi 500.000 500.000 500.000 100
Publik
052 Kerja Sama 2.030.000 2.005.000 25.000 98.77
6231.EBA.9 | Layanan Umum 48.890.000 36.974.300 | 11.915.70 75.63
62 0
051 Urusan Umum 48.890.000 36.974.300 | 11.915.70 75.63
0
6231.EBA.9 | Layanan Perkantoran 5.511.308.000 | 5.376.745.673 | 134.562.3 97.56
94 27
001 Gaji dan Tunjangan 4.449.994.000 | 4.419.866.864 | 30.127.13 | 27.624.136
6
002 Operasional dan 1.061.314.000 | 956.878.809 | 104.435.1 90.16
Pemeliharaan 91
Perkantoran
6231.EBB Layanan Sarana dan 100.000.000 91.205.000 | 8.795.000 91.20
Prasarana Internal
6231.EBB.9 | Layanan Sarana 100.000.000 91.205.000 | 8.795.000 91.20
51 Internal
051 Perangkat Pengolah 97.000.000 88.205.000 | 8.795.000 90.93
Data dan Komunikasi
053 Peralatan Fasilitas 3.000.000 3.000.000 0 100
Perkantoran
6231.EBC Layanan Manajemen 18.780.000 8.640.000 | 10.140.00 46.01
SDM Internal 0
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6231.EBC.9 | Layanan Manajemen 18.780.000 8.640.000 | 10.140.00 46.01
54 SDM 0
051 Pembinaan 18.780.000 8.640.000 | 10.140.00 46.01
Kepegawaian 0
6231.EBD Layanan Manajemen 47.160.000 29.832.000 | 17.328.00 63.26
Kinerja Internal 0
6231.EBD. | Layanan Perencanaan 9.720.000 7.274.000 | 2.446.000 74.84
952 dan Penganggaran
051 Penyusunan Rencana 9.720.000 7.274.000 | 2.446.000 74.84
Kegiatan dan Anggaran
6231.EBD.9 | Layanan Pemantauan 4.660.000 2.952.000 | 1.708.000 63.35
53 dan Evaluasi
051 Penyusunan Laporan 4.660.000 2.952.000 | 1.708.000 63.35
Kinerja
6231.EBD.9 | Layanan Reformasi 18.800.000 12.226.000 | 6.574.000 65.03
61 Kinerja
051 Pelaksanaan Reformasi 18.800.000 12.226.000 | 6.574.000 65.03
Birokrasi (
Pembangunan Zona
Integritas WBK/
WBBM)

Analisis Pelaksanaan Anggaran

Program 1 : Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

a. Klasifikasi Rincian Output : a. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

KRO Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas
1B Dompu memiliki pagu Rp. 3.453.956.000, telah di realisasikan sebesar Rp.
3.389.728.703 dengan sisa sebesar Rp. 64.236.297 dan persentase penyerapan
sebesar 98.14 %. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu
terdapat kekurangan Anggaran Bama dikarenakan adanya penambahan jumlah
WBP tranfers dari UPT lain.

Klasifikasi Rincian Output : b. Operasi Bidang Keamanan

KRO Operasi Bidang Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu
memiliki pagu Rp. 87.456.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 52.357.800 dengan
sisa sebesar Rp. 35.098.200 dan persentase penyerapan sebesar 59.87 %.
Kurangnya penyerapan anggaran KRO Operasi Bidang Keamanan pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 1B Dompu disebabkan masih ada anggaran tidak terserap
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pada komponen pengawalan untuk Mutasi Narapidana sebesar Rp. 31.428.200
dikarenakan pembatasan mutasi Narapidana guna mencegah penyebaran Covid-19

di masa Pandemi.

Program 2 : Dukungan Manajemen Internal

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

a. Klasifikasi Rincian Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal
RO Layanan BMN pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu memiliki pagu
Rp. 16.790.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 15.190.000 dengan persentase
penyerapan sebesar 90.47 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.600.000. terdapat pada
subkomponen 051 Penatausahaan dan Pengelola BMN sebesar Rp.1.600.000 karena

adanya anggaran perjalanan dinas yang belum terserap.

RO Layanan Hubungan Masyarakat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B
Dompu memiliki pagu Rp. 2.530.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 2.505.000
dengan persentase penyerapan sebesar 99.01 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 25.000.
terdapat pada subkomponen 052 Penatausahaan dan Pengelola BMN sebesar
Rp.25.000 karena adanya sisa anggaran dari belanja ATK.

RO Layanan Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu memiliki
pagu Rp. 48.490.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 36.974.300 dengan
persentase penyerapan sebesar 75.63 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 11.915.700.
terdapat pada subkomponen 051 Urusan Umum sebesar Rp.11.915.700 karena

adanya anggaran perjalanan dinas yang belum terserap.

RO Layanan Perkantoran pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Dompu
memiliki pagu Rp. 5.511.308.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 5.376.745.673
dengan persentase penyerapan sebesar 97.56 %. Sisa anggaran sebesar Rp.
134.562.327. terdapat pada subkomponen 001 Gaji dan Tunjangan sebesar
Rp.30.127.136 karena adanya pergeseran penambahan pagu guna penyelesaian pagu
minus dan subkomponen Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp.
104.435.191 dikarenakan adanya satu kali pengajuan GU yang tidak terlaksana

akibat waktu pengajuan yang sudah habis.
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b. Klasifikasi Rincian Output : Layanan Sarana dan Prasarana Internal
RO Layanan Sarana Internal pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu
memiliki pagu Rp. 100.000.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 91.205.000 dengan
persentase penyerapan sebesar 91.20 %. Terdapat sisa anggaran tidak terserap
sebesar Rp. 8.795.000 pada biaya belanja modal peralatan dan mesin yang telah

memenuhi target unit dan menghasilkan sisa anggaran tersebut.

c. Klasifikasi Rincian Output : Layanan Manajemen SDM Internal
RO Layanan Manajemen SDM pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu
memiliki pagu Rp. 18.780.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 8.640.000 dengan
persentase penyerapan sebesar 46,01 %. Terdapat sisa anggaran tidak terserap
sebesar Rp. 10.140.000 pada biaya kegiatan pembinaan FMD yang tidak diikuti oleh
semua pegawai dikarenakan jadwal piket yang berbeda dan cuti/ sakit.

d. Klasifikasi Rincian Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas
1B Dompu memiliki pagu Rp. 9.720.000, telah di realisasikan sebesar Rp.
7.274.000 dengan persentase penyerapan sebesar 74.84 %. Terdapat sisa anggaran
tidak terserap sebesar Rp. 2.446.000 karenakan pada biaya perjalanan dinas akibat
pembatasan kegiatan secara langsung digantikan dengan melalui zoom.

e. Klasifikasi Rincian Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal
RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B
Dompu memiliki pagu Rp. 4.660.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 2.952.000
dengan persentase penyerapan sebesar 63.35 %. Terdapat sisa anggaran tidak
terserap sebesar Rp. 1.708.000 pada biaya perjalanan dinas akibat pembatasan
kegiatan secara langsung digantikan dengan melalui zoom.

f. Klasifikasi Rincian Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal
RO Layanan Manajemen Keuangan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B
Dompu memiliki pagu Rp. 13.980.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 7.380.000
dengan persentase penyerapan sebesar 52.79 %. Terdapat sisa anggaran tidak
terserap sebesar Rp. 6.600.000 dikarenakan biaya perjalanan dinas akibat

pembatasan kegiatan secara langsung digantikan dengan melalui zoom
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g. Klasifikasi Rincian Output Layanan Manajemen Kinerja Internal

RO Layanan Reformasi Kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Dompu
memiliki pagu Rp. 18.800.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 12.226.000 dengan

persentase penyerapan sebesar 65.03 %. Terdapat sisa anggaran tidak terserap

sebesar Rp. 6.574.000 pada biaya perjalanan dinas akibat pembatasan kegiatan

secara langsung.

Table 3.26
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022
No Program Pagu Anggaran Penyerapan Anggaran Persentase
Penyerapan
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2022 | Tahu | Tahu
n n
2021 | 2022
Tahun 2021
1 | Program Rp. Rp. Rp. Rp. 98,31 | 96,95
Pembinaan dan 8.398.133.000 | 9.286.879.000 | 8.256.087.567 | 9.003.178.410 % %

Penyelenggaraan
Pemasyarakatan

Tahun 2022

Program
Penegakan dan
Pelayanan
Hukum

Program
Dukungan
Manajemen

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pagu anggaran Lapas Kelas 11B Dompu pada tahun
2022 sebesar Rp. 9.286.879.000 lebih besar dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 8.398.133.000. Hal
ini disebabkan pada tahun 2022 Lapas Dompu memiliki anggaran Belanja Modal sebesar Rp.

100.000.000. Realisasi persentase penyerapan anggaran di tahun 2022 sebesar 96,95% sedangkan

di tahun 2021 sebesar 98,31 %, mengalami penurunan sebesar 1,36 %. Hal ini disebabkan pada

tahun 2022 terdapat sisa anggaran dari adanya Anggaran Biaya Tambahan belanja pegawai dan

belanja barang yaitu Bahan Makanan bagi Tahanan/Narapidana.

58




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah
dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 11B Dompu telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun
2022. LKJIP ini menyajikan informasi mengenai capaian Kinerja dari Indikator Kinerja
Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara komprehensif sebagai

wujud pertanggung jawaban publik (public accountability).

LKJIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen
Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l tahun 2021 dan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2021. Indikator yang diukur adalah
capaian indikator Kkinerja kegiatan (IKK) yaitu dengan membandingkan realisasi IKK
dengan target IKK.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu
pada 2022 sudah maksimal dengan rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan sebesar
93,13 %. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi yang terlibat dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai

kemitraan dengan pihak ketiga.

B. Langkah / Rencana Tindak Lanjut
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di tahun 2022 dan
meningkatkan kinerja di tahun berikutnya guna meningkatkan kinerja Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan

langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menguatkan koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi
Pemasyarakatan), UPT Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam
pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

2. Melakukan perhitungan kebutuhan pegawai dan bersurat ke kantor wilayah dengan
tembusan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
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3.

Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis,
pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.

Mengusulkan peningakatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi
kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis.

Pengajuan RKBMN Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas
pemasyarakatan seperti laptop, printer, alat kegiatan kerja dan produksi bagi
Narapidana.

Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan

pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan

evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan

datang.
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama - A. Halik, S.Sos
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Dompu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Haris Sukamto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 10 Januari 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilaygh Kementerian Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Hukum dan HAM NTB Kelas IIB-Bompu

aris Sukamto A. Halik, S.Sos
NIP. 19660605 198911 1 001 NIP. 196(123 198903 1 005
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Ikut berperan serta dalam | Indeks keamanan dan ketertiban UPT 75

menjaga stabilitas Pemasyarakatan
keamanan dan kedaulatan
NKRI
2. | Memastikan pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 715
publik di bidang hukum Layanan Publik Bidang Hukum.
sesuai dengan asas
penyelenggaraan
pelayanan publik
3. | Memastikan penegakan Persentase menurunnya residivis 1%
hukum yang mampu
menjadi pendorong inovasi
dan kreatifitas dalam
pertumbuhan ekonomi
nasional

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Terwujudnya 1. Indeks Kepuasan Layanan 80

Penyelenggaraan Pemasyarakatan
gzmzzyl/itaar:katan yang 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama 80
Pemasyarakatan
3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT 80
Pemasyarakatan
4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan 78
Narapidana, Anak, dan Tahanan
2. | Terwujudnya 1. Indeks Keberhasilan Pembinaan 53
Penyelenggaraan Narapidana
Pemasyarakatan yang -
Brofesional dalam 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana 90
Mendukung Penegakan
Hukum Berbasis HAM
Terhadap Tahanan,
Benda Sitaan dan Barang
Rampasan Negara,
Narapidana, Anak, dan
Klien Pemasyarakatan
3. | Terwujudnya Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT 75
Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Pemasyarakatan yang
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No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
(1) (2) (3) (4)
Aman dan Tertib
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Meningkatnya Pelayanan | 1. Persentase pemenuhan layanan 75%
Perawatan makanan bagi Tahanan
Narapidana/Tahanan/Anak /Narapidana/Anak  sesuai  dengan
Pengendalian Penyakit standar
Menular dan Peningkatan | 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak 93%
Kualitas Hidup mendapatkan  layanan  kesehatan
Narapidana Peserta (preventif) secara berkualitas
Rehabilitasi Narkotika di| 3. Persentase Tahanan dan Narapidana 96%
wilayah perempuan (ibu hamil dan menyusui)
mendapat akses layanan kesehatan
maternal
. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak 70%
yang mengalami gangguan mental
dapat tertangani
. Persentase tahanan/narapidana lansia 80%
yang mendapatkan layanan kesehatan
sesuai standar
. Persentase tahanan/narapidana/anak 80%
berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang
mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar
. Persentase keberhasilan penanganan 70%
penyakit menular HIV-AIDS (ditekan
jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil
sembuh)
. Persentase perubahan kualitas hidup 25%
pecandu/penyalahguna/korban
penyalahgunaan narkotika
2. | Meningkatnya Pelayanan | 1. Persentase narapidana yang 65%
Pembinaan  Kepribadian, memperoleh nilai baik dengan predikat
Pelatihan Vokasi, memuaskan pada instrument penilaian
Pendidikan dan kepribadian
Penanganan Narapidana | 2. persentase narapidana yang 98%
Resiko Tinggi mendapatkan hak remisi
. persentase narapidana yang 80%
mendapatkan hak integrasi
. persentase narapidana yang 80%
mendapatkan hak Pendidikan
. Persentase Narapidana resiko tinggi 15%
yang berubah perilakunya menjadi
Sadar, Patuh dan Dispilin
. Persentase narapidana yang 28%
memperoleh Pendidikan dan pelatihan
vokasi bersertifikasi
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7. Persentase narapidana yang bekerja 67%
dan produktif
3. | Meningkatnya Pelayanan | 1. Persentase pengaduan yang 80%
Keamanan dan Ketertiban ditindaklanjuti sesuai standar
diwilayah sesuai standar |72 " Persentase gangguan kamtib yang 70%
dapat dicegah
3. Persentase kepatuhan dan disiplin 80%
terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak pelaku
gangguan kamtib
4. Persentase pemulihan kondisi 70%

keamanan pasca gangguan kamtib
secara tuntas

4. | Meningkatnya Dukungan 1. Tersusunnya dokumen rencana Kerja, 1 Layanan
Layanan Manajemen anggaran UPT Pemasyarakatan dan
Satker pelaporan yang akuntabel tepat waktu
2. Tersusunnya dokumen pengelolaan 1 Layann

BMN dan Kerumah tanggaan
3. Terpenuhinya data dan peningkatan 1 Layanan
kompetensi pegawai pemasyarakatan
4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan 1 Layanan

Anggaran dan laporan keuangan yang
akuntabel dan tepat waktu

5. Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan
6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan 12 Unit
Komunikasi
7. Jumlah  Peralatan dan Fasilitas 1 Unit
Perkantoran
Kegiatan Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 3.599.270.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Rp. 3.599.270.000,-
Program Dukungan Manajemen Rp. 5.762.073.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan Rp. 5.762.073.000,-

Mataram, 10 Januari 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Hukum dan HAM N7B Kelas MB'Dompu

Harias\Sukamto A. lik, S.Sos
NIP. 19660605 198911 1 001 NIP. 19671231 198903 1 005
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawabh ini :

Nama - A. Halik, S.Sos
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas |1B Dompu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Mataram, 10 Januari 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan

. Halik, S.Sos
NIP. 1967131198903 1 005
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LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : W.21.PAS.PAS.3.PK.01.01-415
Diberikan kepada

ROSADIN, S.H

Sebagai pegawai teladan triwulan pertama tahun 2022
dembaga Pemasyarakatan Kelas 98B Dompu

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : W.21.PAS.PAS.3.PK.01.01-419
Diberikan kepada

FAUZIFAUZAN, S.H

Sebagai pegawai teladan triwublan pertama tahun 2022
dembaga Pemasyarakatan Kelas 998 Dompu
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Bl €

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I1IB DOMPU
PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor ; W.21.PAS.PAS.3.PK.01.01-414
Diberikan kepada

SUBHAN, S.Kep. Ns

Sebagai pegawai teladan tiwulan pertama tahun 2022
dembaga Pemasyarakatan Kelas I9B Dompu

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : W.21.PAS.PAS.3.PK.01.01-417
Diberikan kepada

MAHFUDIN

Sebagai pegawai teladan Luiwulan pertama tahun 2022
dembaga Pemasyarakatan Kelas 998 Dompu
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LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor ;: W.21.PAS.PAS.3.PK.01.01-421
Diberikan kepada

DAHLAN, S.Sos

Sebagai pejabat eselon IV tebadan triwuban pertama tahun 2022
dembaga Pemasyarakatan Kelas I9B Dompu

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU
PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : W.21.PAS.PAS.3.PK.01.01-416
Diberikan kepada

ALIF SYAFITRAH

Sebagai pegawai teladan triwublan pertama tahun 2022
dembaga Pemasyarakatan Kelas 998 Dompu
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i L8

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : W.21.PAS.PAS.3.PK.01.01-413
Diberikan kepada

YAMIN, S.Sos

Sebagai pegawai teladan triwublan pertama tahun 2022
dembaga Pemasyarakatan Kelas 9B Dompu

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU
PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : W.21.PAS.PAS.3.PK.01.01-418
Diberikan kepada

SUPARMEN, S.H

Sebagai pegawai teladan trivuban pertama tahun 2022
dembaga Pemasyarakatan Kelas 998 Dompu

Z /P a AD
R A RAY 11989031005
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LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB D€

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR. W.21.PAS.PAS.3.PK.01.01-422

OF APPRECIATION

PROUDLY PRESENTED TO

Dl G

Sebagai petugas yang berhasil menggagalkan
penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu pada
lembaga pemasyarakatan kelas IIB Dompu

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB D8

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR. W.21.PAS.PAS.3.PK.01.01-423

- — OF APPRECIATION

PROUDLY PRESENTED TO

Sebagai petugas yang berhasil menggagalkan
penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu pada
asyarakatan kelas IIB Dompu

AFIBIK, 5.505
7511989031005

72



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB D8

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR. W.21.PAS.PAS.3.PK.01.01-425

OF APPRECIATION

PROUDLY PRESENTED TO

1t T4y T

Sebagai petugas yang berhasil menggagalkan
penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu pada
lembaga pemasyarakatan kelas IIB Dompu

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB D@

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR. W.21.PAS.PAS.3.PK.01.01-424

S OFAPPRECIATION

PROUDLY PRESENTED TO

Sebagai petugas yang berhasil menggagalkan
penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu pada
lembaga pemasyarakatan kelas IIB Dompu
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARAT BARAT
LEMBAGA PEMASYA RAKATAN KELAS IIB DOMPU

ph, 18 September 2022
jal3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARAT BARAT
LEMBAGA PEMASYA RAKATAN KELAS IIB DOMPU

&ga_lgm%gm
w

“A. AZIS. S %
iu
Sebagai Pegawai Terbaik Pa ' Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu
n Ke rakat Triwulan Ke 11l (Tiga)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARAT BARAT
LEMBAGA PEMASYA RAKATAN KELAS IIB DOMPU

ma_lgmhg_m
m‘im-.kan Ke pm[“g;

SUBHAN. S. Kep, No.
2", ) |
Sebagai Pegawai Terbaik Pa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu
Dalam Memberikan Layanan Ke ada Masyarakat Triwulan Ke 11l (Tiga)

pu, 18 September 2022
pala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1I1B




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI -
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARAT BARAT
LEMBAGA PEMASYA RAKATAN KELAS IIB DOMPU

‘a pu, 18 September 2022

Kelas 11B
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARAT BARAT
LEMBAGA PEMASYA RAKATAN KELAS IIB DOMPU

Piagam penghargaan
- . . s
!ﬂ" Q-riknn Kepag!&-:

MAHFUDIN %
— =

o \

. 3
Sebagai Pegawai Terbaik Pada Lembaga Pen;&yarakatan Kelas 1IB Dompu
3 »

Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Triwulan Ke IV (Empat)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARAT BARAT
LEMBAGA PEMASYA RAKATAN KELAS IIB DOMPU

2) (itilil

i 5
V4

; )
‘lﬁlw.rlknn Kepadq :

L4

™
MIAMIRUDIN. s%n.
oy &

-

; ?
Sebagai Pegawai Terbaik Pada Lembaga Pels_diyarakatan Kelas IIB Dompu
Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Triwulan Ke IV (Empat)

pu, 10 Desember 2022
ppla Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARAT BARAT
LEMBAGA PEMASYA RAKATAN KELAS IIB DOMPU

Piagam penghargaan
! L

¥ % B

“wv 3
m(ix-rikan K(-pagfq

AYUWARD[N%

Sebagai Pegawai Terbaik Pada Lembaga Pe yarakatan Kelas IIB Dompu
syarakat Triwulan Ke IV (Empat)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ¥k, ' B
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARAT BARAT 1 !
LEMBAGA PEMASYA RAKATAN KELAS IIB DOMPU :
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARAT BARAT
LEMBAGA PEMASYA RAKATAN KELAS IIB DOMPU

Bedpu, 10 Desember 2022
2) mbaga Pemasyarakatan Kelas 11B
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LAPORAN KINERJA
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS liB DOMPU

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS (1B DOMPU

NOMOR : W.21.PAS.PAS-2062-KP.04.01 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS [IB DOMPU

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS [IB DOMPU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) di Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1I1B Dompu
Tahun 2021, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LKjiP
Tahun 2022;

b. bahwa Pejabat/Pegawai yang Namanya tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas
dimaksud.

Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jagka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor M.HH-
04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP)

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS [IB DOMPU

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
DOMPU

. Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang Namanya tercantum

dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B
Dompu.

: Tim bertugas menghimpun, mengolah dan menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjlP) di Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas |IB Dompu.

Menunjuk Kepala Seksi Binadik dan Giatja Bagian Tata Usaha sebagai Ketua
Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1B Dompu.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 5 Desember 2022

JA.HALIK
NIP 19671231 198903 1 005

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, di - Mataram
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM NTB, di - Mataram
3. Pejabat / Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

Lampiran . Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IB Dompu.
Nomor . W.21.PAS.PAS.3-2062-KP.04.01 Tahun 2022
Tanggal . 5 Desember 2022

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas |IB Dompu

Ketua : Murdahim, S.H.
(Kasi Binadik dan Giatja)

Sekretaris : Ahmad, S. Sos
(Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan)

Koordinator : Dahlan, S.Sos
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha)

Anggota . 1. Fauzi Fauzan, SH
(Pengelola Data Kepegawaian)
2. Aminudin
(Pengelola Data Kepegawaian)
3. Zulfard Qaizar
(Pengelola Data Kepegawaian)

4. Gede Dino Permana Putra
(Pengelola Keuangan)

. AL HALIK
NIP 19671231 198903 1 005
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

- Layanan Integrasi dan TPP ( Sidang TPP) - Penyuluhan Hukum
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

- Penyuluhan Kesehatan - Penanganan Penyakit HIVV/AIDS dan TB

Eae

- Pembinaan Fisik dan Mental Pegawai - Pemeliharaan Perkantoran

- Pembangunan Zona Integritas




DATA DUKUNG LAINNYA
SERTIFIKAT PELATIHAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Sertifikat Pelatihan Pembinaan Kemandirian WBP

= ‘ ==
SERTIFIKA'T SERTIFIKAT
Nownor W2 DI G g | Nomor: W21-EDPU-PK 0] 5-1988
Oiberiban Kepada : | Diberlkan Kepada :
JUBAIDIN EDIMAN
Sebagal; Sebagal:
Peserta | Peserta
PELATIHAN PERTANIAN SAYURAN | PELATIHAN PERTANIAN JAGUNG
ng Tanggol sid 24 November 2022 i Tanggal 21 sid 202
Dompu, 24 November 2022 ‘Dompu, 24 November 2022

instrubt
Peatinon n fogung

MUFLIMUN, 5P,
NIP, 177010122072211008

o

Hi 5. 50n,
. MTie031005

SERTIFIKAT -
E [UTe—— SERTIFIKAT A !
Diberikan Kepada: Noewor. WILEDPLU-PK 01,05 03-1089 I
ARIF SATRIADIN Diberikan Kepada :
Sebagal: | SAMSUDIN
Peserta | Sebagal:
PELATIHAN PERTANIAN SAYURAN Peserta
Vang Dompu dari Tanggol 21 November sid 24 November 2022 PELATIHAN PERTANIAN JAGUNG
8 L Tanggal 21 2
) Dompu, 24 November 2022

B SERTIFIKAT SERTIFIKAT
Nomor: W21-EDPU-PK 01.03.03-2018 Noewor: v\“:|-Enrl‘-l'»:.u| 03032026
Diberikan Kepada: Diberlkan Kepada':
MANSYUR UJANG SANJAYA
Sebogai: Sebagal:
| Peserta Peserta
1 PELATIHAN PERTANIAN SAYURAN PELATIHAN PERTANIAN SAYURAN
92 Kelas 1B Dompu dari Tanggal 21 November sid 24 November 2022 L i Tanggol 21
Dompu, 24 November 2022

Dompu, 24 November 2022

Tnstrubtur
D‘W

MUFLIHUN, 5.
NIP.197010122022211005

B 5.Sor,
N aPemzgsoscos

TR )
seractad @ FRERUM

- SERTIFIKAT
Nomer. WILEDFU-HK 01 08 Nomor: W21EDPU-PK 01,08 03-2022
Diberikan Kepada Diberikan Kepada :

ARDIANSYAH ARIF WIBOWO

Sebagai: ! Sebagai:

Peserta Peserta

PELATIHAN PERTANIAN SAYURAN i PELATIHAN PERTANIAN SAYURAN

Vang Kelas 1B Dompu dori

Dompu, 24 November 2022
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LKJIP)

SERTIFIKAT

Nomor. W21-EDPU-PK 01,05 03.2028
Diberikan Kepada:
ROMANSYAH
Sebagai:

Peserta
PELATIHAN PERTANIAN SAYURAN

[ Dompu, 24 November 2022

Instrbtur
Pelatihan Pegganian lagung

MUFLIHUN, 5P,
NIP, 197010122022211005.

SERTIFIKAT
Nomor WILEDPIPK .0
Diberikan Kepada
FADLIANSYAH

Sebogai:

Peserta
PELATIHAN PERTANIAN JAGUNG

101

BerAl

SERTIFIKAT

Normor W21 DILK 0105 03095
Diberihan Kepoda : 2
BAKRIN g
Sebogai: i
i
Peserta ki
¥

PELATIHAN PERTANIAN JAGUNG
Tanggal 21 2 202

Kelas pu

Dompu, 24 November 2022

FORMAS!
BerAKHLAK TIEM

SERTIFIKAT
Nommor: W2LEDPU-FE 0105031907
Diberihan Kepada:
SAHLAN
Sebagal:
Peserta
8 PELATIHAN PERTANIAN JAGUNG

‘Tanggal 21 November sid 24 November 2022

Dompu, 24 November 2022

Instrulrtur
“Hner]
MUFLIHUN, 5.P.

NI, 197010122022211005

SERTIFIKAT

Nomor: W21-EDPU-PK. 0105032014

Diberikan Kepada:
IKI HARIYANTO

Peserta

PELATIHAN PERTANIAN SAYURAN
i 24 November 2022

Dompu, 24 November 2022

Istrubtur
Peiashon partanian logung

MUFLIHUN, S2.
NIP.197010122012211005

>
BerAKHLAK

SERTIFIKAT
S WA GRS Y
Otberivan Kepada

ACO

Sebogar

Peserta
PELATIHAN PERTANIAN JAGUNG
emboga

5B Domou dart Tangeal 31 Navertr 4 34 Noverrter 3022

Dompu. 24 November 022

k.f‘éi‘,’f.'!.“.’:‘,
EFORMASI W v .
1RV Qs dcare)

Pt Bytanin o
Al

MUFUHUN, 5P.
NIP, 197010122022211005.

SERTIFIKAT
Norner W2LEDPUPK 01 05 05-199
Diberitan Kepada
MASHURAN
Sebagal:
Peserta |
PELATIHAN PERTANIAN JAGUNG
Lambags Dompu dari Tanggal 21
Dompu, 24 November 2022
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LAPORAN KINERJA INS

ANSI PEMERINTAH LKJIP)

E SERTIFIKAT SERTIFIKAT
Nomor: W2-EDPU-PR.OLOS 03-2000 N WL DPUPR 0LOS 03 o
Diberikan Kepada : Diberikan Kepada :
ADE FIRMANSYAH SYAHRIR
Sebagal: Sebagai:
" Peserta Peserta
PELATIHAN PERTANIAN JAGUNG PELATIHAN PERTANIAN JAGUNG

2] Tanggel 21 202

Dompu, 24 November 2022 Dompu, 24 November 2022

Instustur
WFLHUN, S8,

E SERTIFIKAT
Diberikan Kepada :
MOH. ADITIA
Sebagai:
i Peserta
T PELATIHAN PERTANIAN SAYURAN

5/d 24 November 2022
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